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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENDIDIKAN
JIn. AndiKambo No,1 KodePos 91983 ProvinsiSulawesiSelatan

BELOPA
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU
Nomor : 082 /Disdik/Set/X11/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SE- KAB.LUWU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (11)
dan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah
bermutu, perlu menyelenggarakan peadidikan sesuai standa
rnasioral pendidikan;

c. Bahwa Sekolah yang terlampir dibawah ini telah memenuhi
persyaratan administrative, teknis, dan kelayakan yang telah
ditetapkan sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka
dipandang perlu mengeluarkan izin operasional Pendidikan Usia
Dini (PAUD);

d. Bahwa berdasarkan pertimbangans sebagaimana dimaksud pada
huruf b dan ¢ perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Luwu tentang Pernerbitan dan pemberian
izin Operasional Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD);

Mengingat : 1. Undang-undangNomor 20 Tahun 2003 TentangSistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 18 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4437);

2. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintah
Daerah;
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan
Anak;

3.  PeraturanPemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar
Pendidikan Nasional:

4. Peraturan Pemerintan No.27 Tahun 1992 Tentang Pendidikan
PraSekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaa..,, Riset, dan
TeknologiNomor 16 Tahun 2022 tentangStandar Proses pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan
Jenjang Pendidikan Menengah;

6. PeraturanPemerintahNomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. PeraturanPemerintahNomor . 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

8.  Peraturan PemerintahNomor - 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Daerah Otonom,

9, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;

10, Peraturan  Daerah Kabupaten Luwu Nomor = 07 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah,






